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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah Ramu jadi orang-
orany yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allak, menjadi
saksi dengan adil, dan Janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu Raum, mendorong Ramu untuk berfaku tidak,
adil Berlakulah adil Rarena adil itu lebif deRat kepada taqwa
dan bertaqwalah kepada Allafk, sesungguhnya Allak maha
mengetahui apa yang kamu Rerjakan’”.

(QS. Al-Maidak: 8)

“Bahagialah mereka yang diammnya berfikir, memandangnya
mengambil hikmah, dan dalam tindakgnrya mengenal indafinya
ajaran Islam”.

“Zaman adalah dua masa, satu masa menghadapmu dan satu
masa membelaRgngimu. Apabila seadang menghadapmu
janganlah kamu sombong, dan bila membelakangimu, hendaklak
bersabar”,

(Sahabat Sejati)
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II. Penggunaan Penyalinan Huruf

A. Tasydid (.)
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Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda syaddah.

Jae ditulis “sayyid”
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B. Adatal-Ta’rif (JI)

Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf qamariyyah ditulis “al”
ol I ditulis “al-Qur’an”

C. Penggunaan Huruf Besar (kapital)
Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan
kecuali adat al-Ta’rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contohnya : al-Bukhary, al-Qur’an.

III.  Singkatan
SWT : Subhdnahu Wa Ta'dld

SAW s Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

QS. > al-Qur’an Surat

him : Halaman

t.th : Tanpa tahun

tk.p : Tanpa kota terbit

tp : Tanpa penerbit

dkk : Dan kawan-kawan

KHI : Kompilasi Hukum Islam
PA : Pengadilan Agama

PTA : Pengadilan Tinggi Agama
MA : Mahkamah Agung

Depag RI': Departemen Agama Republik Indonesia
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BAB I
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A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam
rentang waktu yang panjang, sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia
hingga dewasa ini. Kini ia menjadi salah satu peradilan negara yang memiliki
kedudukan scjajar dengan peradilan negara yang lainnya, terutama  scjak
diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Namun
ada satu hal yang menjadi ciri Pengadilan Agama di Indonesia yaitu tugas dan
wewenangnya mencakup perkara di bidang keluarga (perkawinan, kewarisan,
wasiat, wakaf dan shadagah), di kalangan orang-orang yang beragama Islam.'

Pengadilan keluarga atau family court adalah suatu pengadilan yang
menyelesaikan sengketa-sengketa dalam keluarga. Berkaitan dengan masalah-
masalah perkawinan dan perceraian. Kewenangan Pengadilan Agama semata-
mata tidak mengurusi perkawinan saja melainkan juga menyangkut kewarisan.
Dengan demikian masalah-masalah kekeluargaan juga semakin meluas,
persoalan-persoalan yang menyangkut harta benda tidak terlepas dari masalah
keluarga dengan sendirinya, unsur-unsur kewarisan berkaitan dengan masalah

kekeluargaan.

! Cik Hasan Bisri, Pengadilan Agama di Indonesia, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990),

hlm. 241.



Sebelum setiap perkara masalah kekeluargaan diajukan ke pengadilan
sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah atau berdamai. Karena itu dalam
hukum Islam sebelum suatu perkawinan dibubarkan perlu dilaksanakan langkah-
langkah yang bersifat arbiter, yakni melalui jasa baik dua orang fkam, satu
orang dari keluarga suami dan satu orang lagi dari pihak keluarga istri,
penyelesaian oleh para hakam itu diperlukan, apabila suatu rumah tangga sudah
berada pada suatu puncak krisis (broken marriage), yang dalam istilah hukum
perkawinan Islam dinamakan «/-Syigdy. Dalam kultur masyarakat modern
terutama yang tinggal di daerah perkotaan, lembaga hakamain relatif sulit
diterapkan mengingat struktur keluarga pada umumnya berpola pada keluarga,
dengan jumlah anggota keluarga sedikit (inti). Namun bagi bangsa Indonesia
yang selalu mengutamakan asas kekeluargaan tentunya jalur-jalur masyarakat
sangat diandalkan, jika tidak berhasil diselesaikan secara intern, barulah perkara
tersebut diajukan lewat jalur Pengadilan Agama.’

Tugas Peradilan Agama sangatlah berat, di dalam kasus perceraian
Pengadilan Agama ikut menentukan nasib atau kelanjutan suatu keluarga dimasa
depan, dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat
penting, berat dan sangat unique, berbeda halnya dengan pengadilan biasa lainnya.

Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan

peradilan oleh karena itu, di dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

2 M. Tohir Azhary, “Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga”, dalam Amrullah
Ahmad, dkk (Penyusun), Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di
Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H (Jakarta: PP IKAHA: 1994),
him. 292.
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mengatur syarat-syarat menjadi seorang calon hakim. Seorang hakim dalam
memutus sebuah perkara harus benar-benar memberikan rasa keadilan pada
kedua belah pihak, asas wajib mendamaikan merupakan asas umum dalam
perkara perdata dan sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan
konsep ishlah, asas ini semakin penting oleh karena Peradilan Agama identik
dengan peradilan keluarga, Peradilan Agama tidak hanya sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman, atau lembaga hukum (court of law), yang menerapkan
hukum keluarga secara tegas dan kaku (impersonal), tetapi lebih diarahkan pada
usaha penyelesaian sengketa-sengketa keluarga untuk memperkecil kerusakan
rohani dan keretakan sosial di kalangan pencari keadilan.’®

Kewajiban mendamaikan, tercermin dalam ketentuan Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 pasal 65 dan pasal 82 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974
pasal 39 ayat (1), yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dengan demikian, maka Peradilan Agama di samping sebagai institusi
hukum, juga sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menanggulangi
keretakan-keretakan keluarga berkenaan dengan fungsi itu, maka penerapan asas
ini menjadi pilihan utama.

Idealnya seorang hakim di Pengadilan Agama harus mempunyai landasan

berfikir yang terbiasa dengan ilmu hukum modern, jadi Pengadilan Agama

* Bisri, Pengadilan Agama, hlm. 153.




sebagai institusi hukum dan institusi sosial sangat ditentukan oleh tersedianya
software atau sumber daya manusianya, yaitu para hakim dan paniteranya, dalam
setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Agama
harus mampu mengambil putusan secara sangat bijaksana, sesuai dengan syari’at
Allah SWT. Artinya pihak yang yang kalah berperkara harus memahami bahwa
hakim tidak memihak pihak yang menang, hal ini sesuai dengan firman Allah

QS. An-Nisa ayat 58:

/f_,/,/.,b//a’ r:/ ' W’L/f‘/oy;’//l ;'
}"\"é\%b \e’}a\\_}l\_ﬁﬁm _9>f9) Q\ J’\.’.M\ui
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' M\-‘%—ﬁ“’qgm"\_ﬂ

-

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu membayarkan amanat
kepada yang empunya, dan apabila menghukum antara manusia, hendaklah
kamu hukum dengan keadilan, sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar
kepadamu, sehingga Allah Maha Mendengar lagi Maha Mel ihat”*

Tersedianya hardware atau prasarana dan sarana yang menunjang
operasionalisasi Pengadilan Agama juga sangat penting. Masalah kesejahteraan hakim

Pengadilan Agama merupakan salah satu penunjang kualitas Pengadilan Agama guna

mencegah terjadinya kolusi antara pencari keadilan dan penegak keadilan. °

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai lembaga-lembaga sosial yang

merupakan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan

69.

* Departemen Agama RI, al-Qur ‘an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1996), him.

* Azhary, “Pengadilan Agama,”dalam Ahmad, Prospek Hukum, him_ 293,




pokok masyarakat. Lembaga-lembaga sosial tersebut sebagai pedoman
berperilaku, sebagai dasar integrasi masyarakat serta sebagai pegangan untuk
mengadakan. “social control” atau pengendalian sosial.

Sebagai perangkat norma dan perilaku tersebut, maka hukum mcrupakan
suatu lembaga sosial di dalam prosesnya. Maka hukum sebagai lembaga sosial
memenuhi kebutuhan pokok manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Warga
masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum. Oleh karena norma-
norma lainnya takkan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan
dan ketentraman secara tuntas.’

Hukum adalah pranata (institution). Hal itu didasarkan kepada gagasan
keadilan dan kepatutan. Gagasan itu dikonstruksikan dan mencakup pengadilan
(courts), perangkat hukum (szatutory provisions), dan sejenisnya. Oleh karena
itu, peradilan dapat diidentifikasikan sebagai pranata sosial. Dalam
kenyataannya, peradilan berhubungan secara timbal balik, bahkan saling
tergantung (interdependency) dengan pranata hukum lainnya. ’

Mekanisme Pengadilan Agama perlu dipertajam dan harus berusaha
semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi olch
masyarakat, kadang-kadang dalam praktek hakim hanya mengikuti performa
yang digariskan oleh ketentuan Undang-undang dalam prosedur berperkara tanpa

ada upaya lain. Sedini mungkin pengadilan agama harus lebih mengambil

6 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakar (Jakarta:

Rajawali, 1980), hlm. 91.

7 Bisri, Pengadilan Agama, him. 8.



langkah antisipasif, dalam rangka menyongsong kompleksitas problema
kehidupan di masa mendatang. Terutama dengan tingginya angka perceraian
yang harus disikapi oleh Pengadilan Agama dengan menekan seminimal
mungkin kasus-kasus perceraian. Langkah ini perlu diambil mengingat dampak
globalisasi semakin merusak hampir di setiap aspck kehidupan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jauh tentang peranan Pengadilan Agama, yang akan penulis
tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengadilan Agama sebagai

Institusi Hukum dan Institusi Sosial”.

. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pandangan sekaligus
sebagai pijakan dalam pembahasan selanjutnya, maka dipandang perlu untuk
membatasi istilah-istilah utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini,
istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,
kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf

dan shadagah. ®

2. Institusi Hukum

¥ Ibid., him. 25.



a. Institusi memiliki beberapa arti, yaitu: 1) pelembagaan; pranata, 2)

sesuatu yang dilembagakan oleh Undang-undang; adat atau kebiasaan, 3)
gedung tempat di selenggarakannya kegiatan perkumpulan atau
organisasi.’

b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan
petunjuk-petunjuk, tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan
kemana harus diarahkan. Oleh karena itu hukum mengandung tekanan
dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-
ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. "

Jadi institusi hukum adalah lembaga atau organisasi berupa norma-
norma yang berisikan petunjuk-petunjuk, tingkah laku, dan merupakan
pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya
masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan, norma tersebut bersifat
memaksa dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi..

Institusi Sosial

Institusi  sosial adalah organisasi yang berfungsi untuk
menyelenggarakan berbagai kebutuhan (pokok) secara tertib dan teratur atau
suatu organisasi dari pada pola-pola pemikiran dan pola-pota perikelakuan
yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya,

lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan

? Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka, 1993), him. 334.

10 Satjipto Rahardjo, /imu Hukum, cet. 5 (Bandung: Alumni, 2000), him. 27.



serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung ataupun tidak
langsung bergabung dalam suatu unit yang fungsional. I
Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peranan

sebuah institusi atau lembaga Pengadilan Agama kartannya dengan hukum dan

kesejahteraan manusia.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, untuk
mempermudah pembahasan agar nantinya mengarah pada isi dan maksud yang
terkandung pada judul, maka dirumuskanlah permasalahan yang hendak dikaji
yaitu: Bagaimana peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan
institusi sosial?. Untuk mengungkap peranan Pengadilan Agama sebagai institusi
hukum dan institusi sosial peneliti mencoba melihat aspek kesejarahan lahirnya

Pengadilan Agama dan aturan hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak penulis capai yaitu: Untuk mengetahui
sejauh mana peranan Pengadilan Agama sebagai institusi hukum dan institusi
sosial.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

" Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1981), him. 81.




a. Untuk menambah wacana dan pengetahuan mengenai peranan Pengadilan
Agama bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
b. Memberikan sumbangsihnya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan

memperluas cakrawala pandangan dan wawasan tentang lingkungan

Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai peranan Pengadilan Agama baik yang terkait
secara langsung maupun yang tidak langsung mengenai peranan pengadilan

agama terdapat pada buku-buku seperti:

Cik Hasan Bisri, dalam bukunya Peradilan Agama di Indonesia yang
isinya memuat tentang kelembagaan peradilan. Beliau berpendapat bahwa,
Peradilan dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan
hukum dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari pranata sosial.'?

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga, yang ditulis oleh Satjipto
Rahardjo, “Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga” dalam Prospek
Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia:
Sebuuh Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H. Dalam tulisan ini
dikemukakan tentang peranan Pengadilan Agama, tidak hanya dilihat sebagai
suatu bangunan serta institusi hukum pengadilan, juga ingin dilihat dan difahami

sebagai institusi sosial. Sebagai institusi yang demikian itu, maka pengadilan

2 Bisri, Pengadilan Agama, him. 8.
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tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom,
melainkan senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangun
dan Acara Pengadilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989, buku ini
mengemukakan ketentuan-ketentuan yang mengandung hal-hal dinamik
berkaitan dengan Undang-undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang
dianggap masih banyak dijumpai ketentuan yang kabur, mengambang bahkan
bersifat konflik. Ada beberapa pasal yang kurang sesuai dengan kebutuhan
hukum karena rumusannya mengandung klausial yang kabur dan mendua.'"*

Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdata di Pengadilan
Agama'® dan Roihan A Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Pengadilun
Agama'(’ memaparkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan berperkara/beracara di Pengadilan Agama.

Soerjono Soekanto, dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi
Hulkum. Buku tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dengan gejala-

gejala sosial lainnya di dalam masyarakat.'” Soerjono Soekanto, dalam bukunya

'3 Satjipto Raharjo, “Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga”, dalam Ahmad, Prospek

Hukum, him. 299-310.

4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama Ul No. 7

Tahun 1989, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), him. 57-58.

'S Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. 4 (Jakarta Pustaka

Pelajar, 2003), him. 7-29.

'% Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2002), hlm. 25-45.

'7 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

1999), him. 57-85.
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Sosiologi Suatu Pengantar, buku tersebut membahas tentang lembaga-lembaga yang
terdapat pada suatu masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di

masyarakat.'®

Mukti Arto, dalam buku yang berjudul Mencari Keadian: Kritik dan solusi
terhadap Peradilan Perdata di Indonesia, dalam buku ini penulis mengemukakan
beberapa praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini serta menawarkan
beberapa solusi untuk mengatasinya agar peradilan dapat menyelesaikan setiap
perkara (sengketa) secara tuntas dan final. Beliau mengutip pendapat Bustanul Arifin
yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman harus
bisa menegakan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, dan sebagai lembaga
sosial harus bisa menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka. 1

Depag RI dalam buku Sketsu Perudilun Agama menjabarkan tentang
Peradilan Agama yang meliputi hakikatnya sebagai pelaksana kehakiman di
Indonesia, tugas-tugas dan wewenangnya, dan kondisi obyektifnya dewasa ini.’

Cik Hasan Bisri (penyunting) dalam bukunya Hukum Islam dalam Tatanan
Masyarakat Indonesia, memberikan gambaran yang rinci tentang berbagai dimensi

hukum Islam di Indonesia. la merupakan pembuka jalan untuk melukis jelaskan

peradilan Islam di Indonesia.”’

'* Soerjono Soekanto, Sosiologi Swuatu Pengantar, cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Pesada,
1998), him. 81 dan 245.

' Mukti Arto, Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Peradilan Perdata di
Indonesia,cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 10-13 dan 193-195.

% Depag Rl, Sketsa Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam
dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, 2000), him. 7-30.

2! Cik Hasan Bisri (Penyunting), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, cet. |
(Jakarta: Logos Wacana Iimu, 1998), him. 110-219.



Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku

yang secara spesifik membahas tentang peranan sebuah lembaga peradilan, terutama
tentang Peradilan Agama, yang berperan sebagai institusi hukum dan institusi sosial.
Maka dalam penelitian ini, penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa
kajian terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri

pada persoalan prinsip tentang peranan sebuah Pengadilan Agama.

. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
ke:pustakaan,22 Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian ini,
penulis sepenuhnya mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca
catatan-catatan yang ada rclevansinya dengan penclitian ini.
2. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah metode

dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui

data tertulis.”

22 Abuddin Nata, Meteodologi Studi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), him. 125.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 21.
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3. Macam-macam Sumber Data
Dalam mengumpulkan data-data penulis memilah beberapa sumber
data yaitu:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang
diperoleh langsung dari subyek peneliti yang dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai
informasi yang dicari.”*

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau
library research, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah
Undang-undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, Undang-undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Sketsa Peradilan Agama.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh
lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.*
Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan

masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data

M Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), him. 91

2 Ibid.
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penelitian dan dapat menunjang dalam pembuatan penulisan tersebut
seperti makalah, diktat, dan lain sebagainya.
4. Metode Analisis Data
Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan
analisis (content analysis) secara kualitatif,®® yaitu dengan menjabarkan dan
menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum, sumber-sumber
hukum y.amg terdapat pada Pengadilan Agama.
Adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam pembahasan skripsi
ini menggunakan 2 metode, yaitu:

a. Metode deduksi yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran
yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat
khusus.?” Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari Undang-
undang yang ada mengenai Pengadilan Agama.

b. Metode induksi yaitu pola pemikiran yang berbtitik tolak pada hal-hal
khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.®* Metode
ini digunakan untuk menarik gambaran umum pembahasan tentang

peraturan-peraturan yang terdapat pada Pengadilan Agama.

% Noeng Muhajir, Meiodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), him 49.
77 Azwar, Metodologi, him. 40.

28 Soerkanto, Pengantar Penelitian, him. 126



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka
penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang
terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Pada bagian awal skripsi imi berisi halaman judul, halaman nota
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata
pengantar dan daftar isi.

Bagian isi skripsi yang memuat pokok-pokok permasalahan termuat
dalam bab I sampai dengan bab V.

Bab I, pada bab ini memuat tentang pendahuluan yaitu pokok-pokok
pikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemahaman selanjutnya, yang meliputi
latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama yang
meliputi: sejarah berdiri dan berkembangnnya Pengadilan Agama, sumber-
sumber Pengadilan Agama, asas-asas Pengadilan Agama, Struktur Organisasi
dan Administrasi Pengadilan Agama.

Bab III, pada bab ini membahas tentang Peranan Pengadilan Agama
dalam menangani perkara yang meliputi: kompetensi absolut dan kompetensi
relatif, kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indoncesia dan

peranan Pengadilan Agama sebagai instrumen penegakan hukum Islam.
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Bab IV, adalah bab inti pada penulisan yéitu tentang Pengadilan Agama
sebagai Peradilan Keluarga yang meliputi tentang peranan Pengadilan Agama
sebagai institusi hukum dan institusi sosial.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-
saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan riwayat hidup.
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A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Pengadilan Agama

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa Islam, karena didorong
oleh kebutuhan kemakmuran hidup kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu,
peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, karena menegakan peradilan
berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kedzaliman, menyampaikan
hukum kepada yang punya, mengusahakan ishlafi diantara manusia,
menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain,
karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mercka tanpa
adanya perubahan.' Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama di
Indonesia bersamaan dengan tahap-tahap perkembangan agama Islam dan umat
Islam. Proses terbentuknyna lembaga Peradilan Agama dengan berpijak pada
teori yang dikemukakan dalam kitab Fathul Mu'in adalah melalui 3 scgi, vaitu
wajah tahkim, tauliyah dari ahl al-Halli wal al-"Aqdi dan wajah tauliyah dari
imam.”

Lanjutan perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan
munculnya komunitas-komunitas Islam di berbagai wilayah. Di antara mereka

ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan

! Muhammad Saldm Madkur, Peradilan dalam [slam, diterjemahkan oleh Imran, cet. 9
(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), him. 31.

? Syekh Zainuddin, /-athud Mu'in (tk.p: Maktabah Syarqiyah, t.th), him. 136-137.
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yang bersifat rohami maupun politis, sekalipun dalam arti pengertian yang
sederhana, tentu saja memiliki kewenangan mengadili. Kelompok elit ini disebut
ahl al-Halli wal al-'Aqdi, inilah yang pada masa itu berwenang menunjuk figur-
figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Peradilan Agama ketika kerajaan-
kerajaan Islam berdiri di nusantara, terlebih lagi dengan keberadaan stuktur atau
Instansi yang mengurusi kepentingan beragama kaum muslimin, mulailah
berlaku tauliyah dari imam. Dengan berlakunya Ltauliyah dari imam, maka secara
administratif tentu saja menjadikan keberadaan Peradilan Agama berikut produk-
produk hukumnya lebih absah dan lebih legitimized. Sejak saat ini lembaga
Peradilan Agama telah mengambil bentuk yang formal dan kongkret.

Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia tahkim berlaku pada zaman
permulaan Islam, yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam,
sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi

figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau mubaligh untuk dimintakan

. . : 3
jasanya menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Pengadilan Agama telah menjadi urusan kerajaan dan hakim-hakimnya
adalah pénghulu yang mendampingi penguasa kerajaan, sedangkan
wewenangnya tidak hanya terbatas pada bidang al-Ahwal al-Syakhshiyyah.
Tetapi memasuki bidang muamalah bahkan juga bidang jinayah, schingga

Pengadilan Agama merupakan Peradilan Umum ketika itu, namun, situasi itu

3 Departemen Agama RI, Sketsa Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam, 2000), him. 6.
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berbeda setelah kedatangan kolonial Belanda, kendati pada tahap awalnya tidak
ikut mengintervensi hukum yang diatur pribumi.

Pada awal masa penjajahan, Belanda memperlakukan hukum Belanda
untuk orang-orang Belanda, yang berada di Indonesia dan orang-orang asing
yang mau menundukan dirinya kepada hukum Belanda. Sesudah itu pengaruh
Belanda terhadap hukum Islam semakin jelas dalam bentuk memisahkhan hukum
dunia dengan hukum agama. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum
dunia yang diberlakukan adalah hukum Belanda sedangkan yang berhubungan
dengan agama atau urusan akhirat yang berlaku adalah hukum agama.

Dengan demikian hukum muamalat dan jinayat yang termasuk hukum
dunia yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Agama diambil alih oleh
Belanda, yaitu harus tunduk kepada hukum Belanda, sedangkan hukum
perkawinan dan kewarisan karena dianggap erat kaitannya dengan urusan agama
tetap dibiarkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

Campur tangan resmi pemerintah kolonial Belanda dalam soal Pengadilan
Agama mulai tampak pada tahun 1820 dengan dikeluarkannya Regrenten
Instructie Stbl 1820 No. 20 yang menyebutkan: “Apabila ada perselisihan
mengenai waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama”.

Pada tahun 1882 Belanda secara resmi mengakui keberadaan Pengadilan
Agama dengan dikeluarkannya keputusan raja Belanda No. 24 Tahun 1882 yang
dimuat dalam Stbl Pada tahun 1882 No. 152 dan 153 tentang pembentukan
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Wewenang Pengadilan Agama

ditetapkan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hadhanah, luasnya
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wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama karena pemerintah Belanda
setuju untuk mengikuti pendapat pakar Belanda LWC Van Den Berg yang
menyatakan:” Orang Bumiputra yang menganut agama Islam sekaligus
mengamalkan hukum agamanya itu”. Yang kemudian dikenal dengan teori
Receptio in complexu.*

Kemudian terjadi perubahan politik Belanda terhadap pelaksanaan hukum
di Indonesia yang kiranya terpengaruh dengan teori baru yang dikemukakan oleh
penaschat pemerintah kolonial Belanda bidang agama Islam yang bernama
Christian Snock Hurgronje, la mengemukakan teori yang kemudian dikenal
dengan teori receptie. Menurut teori ini hukum yang dijalankan bila ia telah
terserap ke dalam hukum adat. Terpengaruh pendapat ini Gubernur Jendral
mengeluarkan keputusan No. 9 Tahun 1937 yang mencabut sebagian wewenang
Pengadilan Agama yaitu waris, wakaf dan hadhanah dan Pengadilan Agama
hanya memiliki satu wewenang yaitu perkawinan.

Tahun 1937 dengan Stbl No. 638 dan 639 pemerintah Belanda
menetapkan pembentukan Peradilan Agama untuk wilayah Kalimantan Sclatan

dan Kalimantan Timur dengan nama Kerapatan Qadhi Besar untuk Pengadilan

Banding, sedangkan wewenangnya dibatasi hanya untuk perkawinan. °

4 Amir Syarifudin, Meretas Kebekuan Ijtihad (Jakarta: Ciputat Press, 2002), him. 64. Lihat

pula Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa” dalam Dadan Muttagien

(Fd), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Ul Press, 1999), him. 8-
9

3 Ihid. ,him. 65.
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Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang terakhir sebagaimana
disebutkan di atas membawa dampak negatif terhadap Pengadilan Agama.
Pertama, di samping kewenangannya semakin dipersempit yaitu hanya perkara
perkawinan, juga wewenang itu menjadi kabur dalam arti tidak lagi memiliki
kekuatan hukum yang memaksa. Bila salah satu pihak yang menerima putusan
Pengadilan Agama tidak mau menjalankan putusan, Pengadilan Agama tidak
berdaya untuk memaksanya, agar ada daya paksa dari Pengadilan Agama harus
meminta bantuan pada Landraad/Pengadian Negeri dalam executor verklaring
yang kemudiaan disebut Lembaga Pengukuhan. Kedua, pemerintah Belanda
tidak lagi menanggung anggaran belanja Pengadilan Agama, untuk itu
Pengadilan Agama harus mandiri sehingga biaya perkara harus dibebankan
kepada pihak yang berperkara dan menyebabkan melorotnya citra Pengadilan
Agama di depan masyarakat.

Pengadilan Agama dengan wewenang yang sangat terbatas tetap berlaku
sampai Indonesia merdeka. Pada Tahun 1957 pemerintah mengeluarkan PP
No. 45 Tahun 1957 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama di luar
wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan nama Mahkamah Syari’ah
Provinsi untuk pengadilan tingkat rendah di seluruh wilayah, wewenang
Pengadilan Agama untuk tempat-tempat baru ini diperluas dengan memasukan
perkara waris, wakaf dan hadhanah di dalamnya, meskipun wewenangnya telah
diperluas, namun di dalamnya terdapat dua titik lemah. Pertama, dalam Peraturan
Pemerintah itu dinyatakan bahwa perkara wars diselesaikan di Pengadilan

Agama bila masyarakat di tempat itu menghendaki disclesaikannya secara Islam
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(teori reseptio) kedua, putusan Pengadilan Agama harus dikonfirmasikan kepada
Pengadilan Umum.®

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditetapkan
tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa
memandang pada wilayah, agama dan suku bangsa yang beraneka ragam.

Dan satu segi mengukuhkan kedudukan dan memperjelas keberadaan
Pengadilan Agama di Indoncsia scbagaiman icrcanlum dalam pasal 63 (1)
Undang-undang No.l1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan
Pengadilan Umum dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi
mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya”. Namun
di sisi lain, ketidak mandirian Pengadilan Agama terjadi sebagaimana dinyatakan
pada pasal 63 (2) berbunyi: “Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan
oleh Pengadilan Umum”.” Meskipun Undang-undang No.14 Tahun 1970
menetapkan Pengadilan Agama dalam jajaran yang sama dengan Pengadilan
Umum dan pengadilan lainnya, namun dengan adanya lembaga pengukuhan

dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pengadilan Agama seolah-olah berada

di bawah Pengadilan Umum.

Dalam rangka melaksanakan perintah pasal 12 Undang-undang No.14
Tahun 1970 maka, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan di undangkan
sebuah Undang-undang dalam lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49, Undang-

undang tersebut diberi nama Undang-undang tentang Pengadilan Agama No.7

S Ibid, him. 67.
7 Lihat Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.th), him. 25.
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tahun 1989.% Undang-undang ini merupakan rangkaian dari Undang-undang yang
mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia.
Dengan lahirnya Undang-undang ini, setiap lingkungan peradilan yang disebut
dalam pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sudah memiliki landasan
kedudukan dan kekuasaan. |

Tonggak terakhir dari sejarah Pengadilan Agama di Indonesia yang
bernilai strategis adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi
Hukum Islam (KHI). KHI adalah sebuah kitab yang berisi himpunan kaidah-
kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan,
hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis,
sebagai hukum terapan di lingkungan Pengadilan Agama, KHI ini sangat penting
artinya, karena masyarakat pencar keadilan mendapat jaminan kepastian hukum,
suatu hal yang mutlak diperlukan dalam sebuah negara hukum.

Dalam konsideran inpres tersebut dikemukakan:
1 Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada

tanggal 2 sampai 5 Februari Tahun 1988 telah menerima baik tiga rancangan

buku KHL’

Buku I tentang hukum perkawinan
Buku II tentang hukum kewarisan

Buku I1I tentang hukum perwakafan

8 Zainal Abidin, “Kompetensi dan Struktur Pengadilan” dalam Muttaqien, Peradilan Agama.

him. 49

9 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, cet. 3 (Jakarta:

Pustaka Pelajar, 2002), him. 14.
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2. Bahwa KHI oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di
bidang tersebut.

3. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut perlu disebarkan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Tahun
1945 Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama, untuk menyebarluaskan
KHI, sesuai dengan penerimaan para alim ulama Indonesia dan agar-
melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab. Sehingga paling tidak Pengadilan Agama telah memiliki
pedoman hukum materiil sebagai landasan wunifed legal framework (landasan
kerangka keseragaman hukum) dan unifed legal opinion (keseragaman opini
hukum yang hendak diterapkan).

Sepanjang pemerintah Orde Baru, keberadaan lembaga Peradilan Agama
sebgai satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pembinaan dan pengawasannya
dilakukan oleh dua lembaga. Yakni Yudikatif dan Eksekutif, di satu sisi,
pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan di sisi lain organisasi,
administrasi dan keuangan badan Peradilan Agama pembinaannya dilakukan oleh
n Agama,"’ keadaan seperti ini karena aturan dasarnya yakni pasal 10

Departeme

dan 11 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

«[khtisar Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum No. 59

1 Taufiq Hamami,

Tahun XIV (2003), him. 24.
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Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.l !

Semangat Reformasi di bidang hukum kembali berkobar pada penghujung
tahun 1997, yang ditandai denga jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, muncul
berbagai desakan kuat dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan
kemandirian pengadilan dengan sistem satu atap (one roof system), konsep satu
atap dimunculkan dalam rangka memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang
merdeka, tuntutan tersebut terakomodir dalam ketetapan hasil sidang istimewa
MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan
Negara Ba;b [V C hukum butir 2 a yang mengadakan “Pemisahan yang tegas
antar fungsi-fungsi yudikatif dan cksekutif”. Agenda tersebut ditindaklanjuti

dengan diundangkannya Undang-undang No 35 Tahun 1999 tentang perubahan

atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970."? Puncaknya pada tahun 2004,
kehendak untuk menjadikan peradilan satu atap dengan Mahkamah Agung

terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman.

" Syamsuhadi Irsyad, “Kedudukan Kewenandgan dan Fungsi Mahkamah Agung Pasca Satu
. ” i ikan pada sarasehan tentang Kedudukan K 4
Atap (One Roof System)”, makalah di sampal ehan tentang ukan Kewenangan
da.:pF{x n;:s , 0[\‘/71{1 )" ah Agung Pasca Satu Atap (One Roof Syistem), (Bandar lampung: 10 Mei
2004), him. 4.

«|khtisar Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Mimbcar Hukum, No. 39

12 Taufiq Hamamt,
Tahun X1V (2003), him. 24.




B. Sumber-Sumber Hukum Pengadilan Agama
Sumber hukum adalah segala sesuvatu yang dapat menimbulkan aturan-
aturan yang bersifat memaksa, artinya apabila aturan-aturan itu dilanggar akan
dijatuhkan sanksi yang tegas dan nyata, menurut para ahli ada dua macam

sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum

dalam arti formal.

Sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum yang

menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah

sumber hukum yang dikenal melalui bentuk aturan hukum yang ada. Melalui

sumber hukum formal inilah orang dapat menemukan kaidah hukum yang

berlaku.

Adapun yang termasuk sumber hukum formal yang berlaku untuk
lingkup Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh alat-alat

perlengkapan negara yang berwenang untuk membuatnya dan mengikat

umum, jika ditinjau dari bentuknya, hukum dibedakan ke dalam dua

golongan yaitu, Undang-undang dalam arti material dan Undang-undang

dalam arti formal. 13

a. Undang-undang dalam arti material, yang dimaksud dengan Undang-

undang dalam arti kata material, ialah setiap keputusan pemerintah yang

Hukum, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), him. 51

13 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar lmu
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menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk (sesuatu daerah).
Biasanya menggunakan istilah peraturan, antara lain: PP No. 9 Tahun
1975, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI).

Undang-undang dalam arti formal, ialah setiap peraturan yang
dikeluarkan oleh negara yang ditinjau dar segi bentuk dan perbuatannya.
Biasanya menggunakan istilah Undang-undang, seperti: HIR/RBG,
Undang-undang No. | Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1989,
Undang-undang No 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004,

Syarat  mutlak untuk  berlakunya  Undang-undang ialah

diundangkannya dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara setelah

suatu Undang-undang diumumkan atau diundangkan dalam Lembaran

Negara, maka setiap orang dianggap telah mengakui adanya suatu Undang-

undang.

Berakhirnya kekuatan berlakunya suatu Undang-undang ditentukan

sebagai benkut: 1

(1). Undang-undang berakhir apabila Undang-undang itu telah dihapuskan

(2).

3).

atau telah dicabut kembali dengan Undang-undang yang baru.
Undang-undang berakhir apabila jangka waktunya telah sampai pada
waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-undang itu sendiri.

Undang-undang berakhir apabila Undang-undang yang baru telah

memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan ketentuan yang ada

di dalam Undang-undang yang lama.

14 1bid., him. 54.
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(4). Undang-undang berakhir apabila pengadaan Undang-undang itu sudah
tidak ada lagi.
2. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis
Tatanan kebiasaan merupakan tatanan norma-normanya sangat dekat
dengan kenyataan kehidupan sehari-hari apa yang biasa dilakukan olch
orang-orang, itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan.
Meskipun norma kebiasaan tersebut tidak terbentuk dari usaha yang
dilaksanakan secara sadar oleh manusia melalui badan perundang-undangan
tetapi tatanan kebiasaan dalam suasana kenyataan (werkelijk heid) ditaati
dalam masyarakat dan diterima serta diyakini sebagai kaidah hukum.
Pendapat para ahli hukum pada umumnya beranggapan bahwa agar
suatu kebiasaan ditaati dalam suatu masyarakat harus dipenuhi dua syarat: 15
a. Syarat yang blarsifat materiil, yaitu harus ada tindakan yang tetap
dilakukan orang.
b. Syarat yang bersifat psikologis, yaitu adanya keyakinan akan kewajiban
hukum dalam golongan (opinio juris seu nessitatis).
Keyakinan hukum ini mempunyai dua arti:
(1). Keyakinan hukum dalam arti materiil, artinya suatu keyakinan bahwa
tu memuat hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya,

suatu aturan i

apakah isi aturan itu baik atau tidak.

—

————r e +

'S 1bid., hlm. 63.
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(2). Keyakinan hukun dalam arti formil, artinya orang yaqin bahwa aturan
itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan nilai

dari pada isi aturan tadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa hukum
bisa juga bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada, yang
merupakan garis tingkah laku yang tetap dan telah diyakini sebagai
keyakinan hukum dalam masyarakat tersebut.

3. Yurisprudensi (Judge Mad Law)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim atas suatu perkara yang

kemudian diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara

serupa, penafsiran dapat dilaksanakan untuk memperjelas Undang-undang

yang maksudnya kurang jelas atau hal-hal yang belum diatur dalam Undang-

undang.'®
Undang-undang tidak selamanya mampu memenuhi segala sesuatu

yang menyangkut kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajarlah

timbul pandangan yang menyatakan bahwa di luar Undang-undang masih

banyak kebutuhan akan pembentukan hukum yang lain. Yang sesuai dengan

perkembangan masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan dalam pembentukan

hukum disamping kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dapat

pula dilakukan oleh hakim

Kedudukan yun'sprudensi sangat penting dalam penerapan dan

pengembangan hukum sekaligus dapat berfungsi sebagai rujukan dalam

perbuatan keputusan pengadilan khususnya mengenai perkara-perkara yang

16 7pid., him. 63.
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ketentuan hukumnya kurang jelas (inferpretable) atau ketentuan hukumnnya

belum tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka kewajiban

hakimlah untuk menggali, mengikuti, dan memahami milai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat.

Hukum meteriil sebagaimana terjelma dalam Undang-undang atau yang

bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang

bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.
Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran
atau untuk mepertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada
tuntutan hak di perlakukan rangkaian peraturan hukum lain di samping hukum

materiil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum formal

atau hukum acara perdata.” Formal artinya bentuk atau cara, jadi hukum formal

maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran

cara, itulah sebabnya beracara dimuka pengadilan tidak cukup hanya tahu

dengan materi, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang

sudah diatur. Berlaku bagi pencari keadilan juga bagi pengadilan (maksudnya
hakim-hakimnya). °

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan

perantara hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan

o

17 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,cet. 1 (Yogyakarta: Liberty

1998), him. 2.

Peradilan Agama, cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

¥ Roihan A Rasyid, Hukum Acara
2002), him. 25.
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hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum
perdata mgteriil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acar,

a
perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak
memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya Tuntutax;
dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri 19

. . l. l I l ]. .l ‘ . l l ]

. :
peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegak
negakan

hukum perdata materiil dan dengan perantara kekuasaan negara 20

Sebagaiman diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan Islam di
slam di

Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan N
egara

dan syari’at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan hukum acara Perdil
eratian

Agama menurut Roihan Rasyid, segala peraturan baik yang bersumber dari
ari

peratauran perundang-undangan negara maupun dan syari’at Islam
yang

mengatur bagaimana cara orang bertindak kemuka Pengadilan Agama dan j
an juga

mengatur bagaimana Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkar
anya,

untuk mewujudkan hulum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradila
n

Agama.”? Hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradil
adilan

e

19 Mertokusumo, Hukum Acara, him. 2
o, Sejarah Peradilan dan Perundang- .
1983), him. 175. indangg-undangan di Indonesia Sejak

2 g, dikno Mertokusum
1945, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty,
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Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan

Umum, sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun

1989.

. Asas-Asas Pengadilan Agama

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asasun, artinya dasar, basic,
pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas ini adalah
kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat,
terutama dalam penegakan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya,

berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan

dengan hukum.?'

Asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan

Pengadilan Agama secara umum mengact kepada asas-asas peradilan yang

berlaku pada semua lingkungan peradilan, namun dalam hal tertentu memiliki

spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan pada peradilan tersebut. Asas-

asas peradilan tersebut merupakan suatu fundamen dalam menegakan hukum dan

keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Menurut Yahya Harahap, di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989

terdapat beberapa asas umurm pada Peradilan Agama. Asas umum itu merupakan

(Jakarta: RAjaGrafindo Persa

ngantar Hmu Hukum dan lata Hukum Islam di Indonesia

2\ Daud Ali, Hukum Islam Pe
da, 1996), him. 114.
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fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan
semangat Undang-undang tersebut. Asas-asas umum itu adalah sebagai berikut:??

1. Asas personalitas kelslaman

Maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukan kepada
kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka
yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk lain (non
muslim) tidak tunduk kepada badan kekuasaan peradilan tersebut. Asas itu
tercermin di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang
berbunyi: ~"Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah

berdasarkan hukum Islam”.

Yahya Harahap menyimpulkan bahwa terdapat beberapa penegasan
yang melekat di dalam asas tersebut yaitu:
a. Pihak-pihak yang bersangkutan harus sama-sama pemeluk agama Islam
b. Perkara perduata yang dipersengketakan di bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, shadaqah.
c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tentang itu berdasarkan

hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaian berdasarkan hukum

Islam.

- —

22 Harahap, Kedudukan Kewenangar, hlm. 57-89.
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2. Asas kebebasan

Asas kebebasan melekat pada hakim dan badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dikemukakan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bebas
dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar, kebebasan
itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Tahun
1945, kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 14
Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 tahun 2004, selanjutnya dalam

penjelasan umum (butir 1 alinea ke-5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Hal ini menunjukan bahwa hakim dan pengadilan dalam lingkungan.

Pengadilan Agama merupakan pejabat  dan badan (organ) untuk

melaksanakan sebagian kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman, ia |

adalah hakim negara dan pengadilan negara bukan hakim dan pengadilan

golongan rakyat tertentu.

[a berkewajiban menegakan hukum dan keadilan, khususnya hukum

Islam di kalangan golongan rakyat yang beragama Islam. Hakim adalah

pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan

kekuasaan negara yang lain, dalam hal ini pemerintah. Ia dituntut memiliki |

integritas pribadi yang kuat untuk menggunakan kebebasannya sebagai

abat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam

undang No. 7 Tahun 1989.

pej
pasal 11 ayat (1) Undang-
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2. Asas kebebasan

Asas kebebasan melekat pada hakim dan badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dikemukakan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bebas
dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar, kebebasan

itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Tahun

1945, kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 14
Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 tahun 2004, selanjutnya dalam

penjelasan umum (butir 1 alinea ke-5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Hal ini menunjukan bahwa hakim dan pengadilan dalam lingkungan.

Pengadilan Agama merupakan pejabat dan  badan (organ) untuk

melaksanakan sebagian kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman, ia

adalah' hakim negara dan pengadilan negara bukan hakim dan pengadilan

golongan rakyat tertentu.

la berkewajiban menegakan hukum dan keadilan, khususnya hukum

Islam di kalangan golongan rakyat yang beragama Islam. Hakim adalah

pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan

kekuasaan negara yang lain, dalam hal ini pemerintah. la dituntut memiliki
integritas pn'badi yang kuat untuk menggunakan kcbebasannya scbagai
pejabat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam

(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

pasal 11 ayat
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ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan, “Selama perkara
belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang
pemeriksaan”. Dari rumusan tersebut sebagaimana dirumuskan pula dalam
pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menunjukan imperatif, yang berarti

wajib artinya, hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian setiap kali

perkara diperiksa dalam persidangan.

4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Meliputi tiga aspek, sederhana, berhubungn dengan prosedur

penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara, cepat berhubungan

dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan, biaya ringan

berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan.

Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun

1970 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Yang berbunyi:
«peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Rumusan yang sama juga tercantum dalam pasal 57 ayat (3) Undang-

undang No. 7 Tahun 1989. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) it '

dikemukakan, peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan

yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.
Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat
menyebabkan Pproses sampai bertahun-tahun, dan kadang-kadang harus
pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya

dilanjutkan oleh para ahli waris

gkin sehingg? dapat dipikul oleh rakyat.

yang serendah mun
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5. Asas persidangan terbuka untuk umum
Mengandung pengertian bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung
dalam bidang pengadilan memperkenankan kepada siapa saja yang
berkeinginan untuk menghadiri, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya

persidangan. Asas ini mencerminkan sifat dan suasana keterbukaan,

memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menghadiri persidangan
sesuai dengan daya tampung yang tersedia. Hal ini memungkinkan jalannya

persidangan pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara jujur (fair trial).

Namun demikian, tidak semua sidang pemeriksaan sidang terbuka untuk

umum.
Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal

19 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: “Sidang

pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-

undang menentukan Jain”, demikian halnya dalam ketentuan pasal 59 ayat (1)

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan:” Sidang pemerikasan
kecuali apabila Undang-undang

pengadilan terbuka untuk umum,

menentukan lain atau hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam
berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan
atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”.
Hal 1tu menunjukan bahwa pada dasamya sidang pemeriksaan di
pengadilan itu terbuka untuk umum. Namun demikian dalam hal yang

undang atau karena pertimbangan dengan alasan-

ditentukan oleh Undang-
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Undang-

ditentukan oleh
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Demikian halnya pihak-pihak yang berperkara, atau siapa saja yang terlibat di
dalamnya, melakukan tindakan menurut ketentuan hukum. Asas legalitas itu
tercermin dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun
1970 jo pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004: “Pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang™.

7 Asas aktif memberi bantuan

Maksudnya pengadilan dalam hal ini hakim yang mcmimpin
persidangan bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator, di dalam

ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dinyatakan

pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan hal itu menunjukan bahwa hakim bersifat

aktif mengambil inisiatif dan menjadi fasilitator dalam persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, rincian formal yang tercakup dalam

pemberian bantuan itu adalah scbagai berikut: Membuat gugatan bagi yang

buta huruf, memberikan pengarahan tata cara izin prodeo.Menganjurkan

perbaikan surat gugatan.Mengafahka" penyempurnaan surat kuasa, memberi

penjelasan tentang alat bukti yang sah, memberi penjelasan cara mengajukan

bantahan atau jawaban.Bantuan memanggil saksi secara resmi, member:

bantuan upaya hukum, mengarahkan dan membantu merumuskan bantuan.

Asas-asas itu menunjukan karakteristik Peradilan Agama Islam

sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia,

dan penerapan asas-asas.

implementasi




Asas-asas itu akan sangat tergantung kepada unsur murninya, terutama

hakim yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan keadilan.

D. Struktur Organisasi dan Administrasi Pengadilan Agama

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Fungsi dan peran Pengadilan Agama di masa mendatang akan -

mengalir Dari visi bahwa Pengadilan Agama akan senantiasa menjadi

institusi penegak kebenaran dan keadilan yang profesional, efektil’ dan

modern sesuai dengan bidang kewenangannya. Misi dari pada Pengadilan

Agama adalah menyelesaikan sengketa hukum keluarga muslim dengan

selurus-lurusnya dan seadil-adilnya untuk mencapai kemaslahatan dengan

menjm;ljtm g tinggi prinsip, ketentuan dan tujuan hukum Islam serta dengan

senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat dalam kerangka

sistem hukum nasional. Untuk merealisir visi dan misi penmgadilan itu,

kemudian disusunlah peraturan perundang—undangan yang mengatur pokok,

fungsi dan gistem (tata kerja) pegawai agar pclaksanaannya dapat berjalan

dengan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang diinginkan.”

ur organisasi Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan

Strukt

ah sebagai berikut: 2

Agama adal
gai pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari

a  Pengadilan Agama seba

pimpinan hakim anggota. panitera, sekretaris dan jurusita.

-

2 pepag R1, Sketsa, him 27.

him. 49.

24 Muttagien, Peradilan Agama,
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b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang
terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Pimpinan terdiri dari ketua dan wakil ketua (pasal 9, 10 dan I1,

Undang-undang No. 7 Tahun 1989). Banyaknya hakim baik pada Pengadilan

Tinggi Agama maupun pada Pengadilan Agama di tetapkan menurut

kebutuhan.

Pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ada

kepaniteraan dan sekretaris yang dipimpin oleh scorang panitera dan

sekretaris. (pasal 26 dan 43 Undang-undang No.7 tahun 1989).

Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil
panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitcra pengganti
dan beberapa orang jurusita. Di Pengadilan Tinggi Agama tidak ada jurusita,

dibidang sekretariat dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Mengenai

tugas dan tanggung jawab serta tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh

ma sebagaimana ditentukan di dal

sedang

am pasal 105 ayat (2) Undang-

Menteri Aga
undang No. 7 Tahun 1989.
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA {

KETUA MAIJELIS HAKIM
WAKIL KETUA
PANITERA/SEKRETARIS
—
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
Panitera Panitera Panitera Kaur Ka
Kaur
muda muda Muda Hukum Kepegawaian iy
permohonan gugatan Umum peg Keuangan Umum

Kelompok F ungsional

Jurusita/jurusita pengganti

Panitera pengganti

: i anti termasuk jurusita,
Hakim, panitera Pengg J merupakan  sub |

fungsional peradilan yans berfungsi dan berwenang melaksanakan f
|

)

l

organisasi

peradilan.

i
Panitera mud2 adalah pejabat strukiural yang menunjang tugas |
pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan.

un bagan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah

Adap
g umum seluruh organisasi peradilan. Bagan

jabatan struktural pendukun
uborganisasi baik langs

tersebut merupakan S ung atau tidak langsung, tidak
ersebu

fungsi peradilan atau penegak hukum. Namun scbagai sub

terkait dengan
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bagian yang bertugas sebagai pendukung umum organisasi pengadilan
peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.
Dalam bagan, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan

garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak

bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi

peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan seperti yang

ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1), hanya mempunyai hubungan struktural
dengan panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris serta eselon yang

strukturkan di bawah wakil panitera dan wakil sekretaris, sedangkan terhadap

hakim sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) adalah pejabat

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

2. Administrasi Pengadilan Agama

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani

penyelesaian perkara disamping pejabat kesekretariatan, pcjabat tersebut

adalah:?

a  Ketua Pengadilan Agama bertugas.

1) Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan semua berkas
dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang

diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk disclesaikan.

e —

25 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata padd Pengadilan Agama, cet. 4 (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2003), him. 22-25
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2) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut
Mengawasi kesempurnaan penetapan atau putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.

4) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim

panitera, sekretaris dan jurusita.

Wakil ketua, bertugas: Membantu ketua dalam tugasnya schari-hari

Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Panitera bertugas:

1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil

panitera, panitera muda dan panitera pengganti.

2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang
pengadilan, menyusun berita acara pengadilan, melaksanakan
penetapkan dan putusan pengadilan, membuat semua daftar perkara

yang diterima di kepaniteraan.
salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan

3) Membuat

urut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

gurusan berkas perkara, putusan, dokumen

men
b kepen

4) Bertangguns jawa
u daftar, biaya perkara, uan

ya yang disimpan di kepaniteraan.

akta, buk g titipan pihak ketiga, surat-surat

bukti dan gurat-surat lainn
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5) Me '
) mberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir, Memt
adir, Membuat
akta-akta, melegalisir sura
> t-surat yang akan dijadi
jadikan bukti dalam
persidangan, ~ pemunguatan biaya-biaya  pengadila d
n an

menyetorkannya ke kas negara.

6) ‘Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, k
, kasasi

dan peninjauan kembali, Melaksanakan, melaporka d
4 {an an

mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ket
€tua

pengadilan.

7) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelclangan
3¢ yang

ditugaskan/dipeﬁntahkan oleh ketua pengadilan Agama dan memb
1buat

akta cerai.

d Wakil panitera bertugas:
ikuti dan mencatat jalannya sidang

1) Membantu hakim dengan meng

pengadilan.
2) Membantu panitera untuk secara langsung membina, mencliti d
> chiti dan

mengawasl pelaksanaan tugas administrasi perkara, antar
> a

membartu
lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan
periodic, melaksanakan tugas-tugas  panitera apabila panitera

berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

pertugas:

e. Panitera muda gugatan,
engan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

1) Membantu hakim @

pengadilan.
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2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidanga
n

perkara, menyimpan bekas perkara yang masih berjalan dan urusan
lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, memberi

nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepanitraa
n

_gugatan, mencatat sctiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar

disertai catatan singkat tentang isinya.

3) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak apabila dimintainya

menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, Kkasasi atau

peninjauan kembali, dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada

panitera muda hukum.

f Panitera muda permohonan bertugas:

1) Melaksanakan tugas seperti panitera muda gugatan dalam bidang

perkara permohonan.

2) Termasuk dalam perkara permohonan pertolongan pembagian warisan

diluar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah

tangan.
g. Panitera muda hukum, bertugas:
an mencatat jalannya sidang

1) Membantu hakim yang mengikuti d

pengadilan.
n, mengolah dan mengkaji data-data, menyajikan

2) Mengumpulka

perkara, menyusun |2

poran perkara, mengumpulkan arsip

statistik

berkas perkara
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3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab
1sab,

rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian serta melaporkannya kep d
ada

pimpinan.

h. Panitera Pengganti bertugas:

Membatu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

1

‘pengadilan.

2) Membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sida
ng,

membuat penetapan sita jaminan, membuat Berita Acara Persidangan

yang harus sclesai sebelum sidang berikutnya, membuat penctapan
an-

penetapan lainnya.

3) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petuga
as

meja ke-2 untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus
beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan, tentang

biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

4) menyerahkan perkas berkas perkara kepada panitera muda

tan/permohonan ( 3) apabila telah selesai

guga petugas meja ke-

dimutasi.
i Jurusita/jurusitd pengganti bertugas:
perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan

1) Melaksanakan semua

an panitera-

ketua sidang d
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) ' - I ‘ -

berdasarkan ketentuan Undang-undang

3) Me ;
) laksanakan penyitaan atas perintah ketua pen sadil
gadilan dan dengan

teliti melihat lokasi bata
R s-batas tanah yang disi
g disita bescrta
scrta surat-
suratnya yang sah apabila menyita tanah.

4 Me . .
) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahk
ahkan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain badan pertah
riahanan

nasional setempat bila terjadi penyitaan scbidang tanah (PP

No.10/1961 jo. pasal 198-199 HIR).

5) Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama
yang

bersangnkutan.

Unit kerja kepanitraan U8
rmohonan terdapat sekelompok unit kerja ya
1a yang

atan/permohonan. Pada setiap kepaniteraan

n dan kepaniteraan pe

gugata
inaan dan pengadilan administrasi pengadilan (pol
a

yang menurut pola pemb

ma meja pertama dan

a surat gugatan, menaksir panjar biaya

bindalmin) diberi na kasir, meja kedua dan ketiga 26

a. Meja pertama bertugas: Menerim

mbuat SKUM.

perkara dan me
uang panjar dan membukukannya

menerima

b. Kasir  bertugas
memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas

menand

dan Admininstrasi Pengadi

engadilan B
al Hukum dan Non Hukum Mahl:;\kr:; l}{
kti Arto, Mencari Keadian (Yogyak ar?a

sanaan Tugas

J/
" Pelak:

26 pfahkamah Aguné Pedoma
(A’&karta Proyek pendidikan d n Pe lafh
Pgtmg Republik [ndonesia, 2 ) him

ustaka Pelajar, 2001), him. 1

eknis Fungsiona
40-44. Lihat pula Mu
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ot A TR

c. Meja ke dua bertugas: mendaftar gugatan dalam register, memberi nomor

perkara pada surat gugatan sesuai nomor SKUM, menyerahkan kembali

surat gugatan /pemohon kepada calon gugatan /pemohon, mengatur berkas

perkara dan menyerahkan pada ketua.

d. Meja ketiga bertugas: menerima berkas perkara yang telah di minut dar ,
i

majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir

melalui jurusita, menyerahkan salinan kepada penggugat/tergugat dan

instansi yang terkait. Menyerahkan berkas perkara yang telah di jahit

kepada panitera muda hukum.




BAB 111

PE -
RANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA

A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Kata kekuasaan di sini sering disebut juga kompetensi yang b I d
r berasal dari

bahasa bel' < '
anda C()HIp(fIGHHG yang kadang-ke ' ['i
’ g" ddang dllc Clndl . |
| b bng'dn

I . .

kbl(Udbdd I N (,l, n an ||k a0CATs ) d, 7
b um ac l)( Il!l l')f . .
< 2’ lasdanya
y

menyangkut 2 hal. yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absol
- solut,
sekaligus ~ dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajuk
2ngajukan

gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan l

1. Kompetensi Mutlak atau Absolute Competentie
mbagian kckuasaan antar badan-

Kekuasaan mutlak menyangkut pe

badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pembert
erian

Dalam bahasa belanda discbut Auribute van

kekuasaan untuk mengadili.

/(’cc/unuch/,z misalnya pcrsoalan mengenai pereeraian bagi mercka v

a4 yang
beragama Islam, perdasarkan ketentuan pasal 63 (1) a Undang-undang No. |
Tahun 1974 adalah wewenans pengadilan Agama. Sedangkan persoalan

e
9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada

card Peradilan Agama, cel.

! Roihan A Rasyid, Hukum A

2002), him. 25
nata, Hukum Acara Perdata dalam [eort

ar Oeripkartawi
la Rasyid, Hukum Acara, him: 27

n Iskand
m. 27 Lihat pu

2 Retno Wulan Sutantio da
dan Prakiek (Jakarta. Mandar Maju. 1997),
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warisan, sewa me : :
nyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotik merupak
’ pakan

wewenang Pengadilan Negeri.

Secara um i
N um fungsi kewenan IF
gan mengadili lin
gkungan Pengadi
adilan

Agama telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-und N
-undang No. 7

Tahun 1989, yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata: (
a: (a)

perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berd
erdasarkan

hukum Islam; (¢) wakal dan shadaqah.

Bidang-bidang hukum perdata di atas merupakan hal yang menjad
y menjadi

porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Pengadilan Agama d
engan

g tersebut yang diistilahkan dengan bidang tertent
u’

sendirinya bidang-bidan

g tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkunga
n

berarti juga bidan
n dengan asas personalitas ke-Islaman

Agama dihubungka

Pengadilan
ntu, meliputi perkara-perkara perdata dalam

golongan rakyat terte

sebagian
n, hibah, wakaf dan shadaqah.

kasus perkawinan warisa
batas kewenangan mengadili yang

but merupakan batas-

Hal terse
anya, lewal dari itu, dianggap mclampaui

diberikan Undang-undan kepad

batas kewenangan yurisdiksi.3
gama dalam Bidang Perkara Perkawinan

tensi Pengadilan A

a. Kompe
perkara perkawin

an secara utuh dan menyeluruh

Keseluruhan

"0, R X Yo ]
cludukal! Kewenangan dan Acara 1 eradilan Agama,cet. 3

him. 138.

' M. Yahya, ({arahap K
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000).
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dal i
am penjelasan pasal 49 (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989
’ , yang

berbunyi:

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf
uruf a

ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-und
g-undang

mengenai perkawinan yang berlaku.”

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) yang dimaksud d
engan

bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 197
: un 1974

antara lain:

h dari seorang (izin poligami);
kan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tah
atau wall atau keluarga dalam garis lurusc al:jr;

|. lzin beristri lebi

2. lIzin melangsung
dalam hal orang tud
perbedaan pendapat,

3. Dispensast kawin;

4 Pencegahan perkawinan;

5. Penolakan perkawinan oleh PPN;

6. Pembatalan perkawinan;

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;

8. Perceraian karena talad;

9. Gugatan perceraian;

10. Penyelesaian harta bersama,

11. Mengenai penguasaaf anak;
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana ba
‘awab tidak memecnuhinya; pak yang

scharusnya bertangguné jawab L€ .
13. Penentuan kewajiban memberi biaya genghldupan oleh suami kepada
tu kewajiban bagi bekas istri:

bekas istri atat penentuan sua
14. Putusan tentans sah atau tidakny2 seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutap kekuasaan orang tua,

16. Pencabutan kekuasaan wali; .
Jain sebagal wali oleh pengaadilan dalam hal

17. Penunjukan OF
orang anak yang belum cukup

18. Menunjuk seora dal
umur 18 tahun yan di tinggal orang tuanya padahal tidak ada
i ang )

enunjukan W 2
k wajiban .
tas benda anak di bawah kekuasaannya;

19. Pembebanar ewd)
kerugian 2

menyebabkan a
sal usul seorang anas;

0. Penetapan

Pt —

e
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21. Put
utusan tentang hal penolakan pemberian keteranga
ran  untuk

’ gwlakukan perkawinan campuran;
. Pernyataan tentang sahnya perkav:rin
an yang terjadi
undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkla;wi?xanl )S,ZE,ZIU&? U?da}r\lg-
3 di jalankan

menurut peraturan yang lain.

Memperhatikan perluasan dari kedua puluh dua angk
Jka yang

dicantumkan dalam penjelasan pasal 49 (2), segala segi huk
uKum

perkawinan yang diatur dalam Undang-undang NO. 1 Tahun 19
: un 1974,

tercakup secara keseluruhan, sehingga penjelasan pasal ini sejal
sejalan
mendukung pernyataan penjelasan umum angka 2 alinea ke 4 Und
ang-
ang NO. | ‘Tahun 1974, yang mencgaskan bahwa bidang perkawin
an

si Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur

und

ynag menjadi yurisdik
undang No. | tahun 74.

ma dalam Bidang Kewarisan

dalam Undang-

petensi pengadilan Aga

Kom
wenangan perkara kewarisan dalam penjelasan

a 2 butir 6 Undang-un
gkinan pada pihak yang berperkara untuk

umum angk dang No. 7 Tahun 1989, Undang-
g memberi kemun
n hukum. Maksudnya d

g akan mereka gunakan untuk pembagian

undan
engan kesepakatan semua pihak

melakukan piliha

i hukum apa yan

boleh memili
ercka memilih hukum adat, mereka dapat

ya ke pengadilan
memilih hukum ini adalah sebelum perkara

warisann
Negeri, walaupun mereka beragama

membawa perkaran
un kesempiltﬁm
jika tidak ada k
engadilan oleh salah satu pihak maka

{slam. Nam
csepakatan dalam kcluarga dan

dibawa kcpcngadilan
Pefkaranya telah dibawd ke P
m telah tertutup.

kemungkinan P
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Dalam hal pe ' '
pembagian warisan yang tidak ada sengketa ant h
¢ antara ahli

aris d ' 1
bama,

mereka dapat memintakan
pertolongan kepada Pe i
ngadilan Agama u
a untuk

menyelesaikannya4 Pokok
. -pokok hukum warisan
Islam yan
g akan

ukan dan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama Islam d
am di

uai dengan ketentuan pasal 49 (b), terdiri
, i

diperl

depan Pengadilan Agama, ses

dari : (a) siapa - siapa yang menjadi ahli waris; (b) penentuan m
mengenai
harta peninggalan; (c) penentuan bagian masing-masing ahli v i
varis; (d)
peninggalan  dan melaksanakan

Melaksanakan pembagian harta

pembagian peninggalan tersebut.

c. Kompetensi pengadilan Agama di bidang wasiat dan hibah

al 171 huruf (1), mende

ewaris kepada orang lain atau lembaga

[inisikan wasiat scbagai berikut:

KHI pas

« pemberian suaty benda dari P

g akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dal
. Dalam

yan
perdata positif, serin

terminologi hukum g disebut dengan istilah
mun demikian ada
kum Islam dan testamen, terutama yang

testamen. Na perbedaan-perbedaan yang prinsipil
1

at menurut hu

antara Wasi
persyaratannya. KHI mencoba mengambil

jut kriteria dan

menyang
rupakan transaksi fabarru, agar

jalan tengah, yaitu meskipun wasiat me

4 optn] . Lar ctensi dan struktur Or, sanisasi Pengadi
Zainal Abidin Abu Bakar, omp ar Organtsist engadilan Agama”
dalam Dadan Muttagien () pe,;gadilan Agama Jdan KH! dalam ata Hukum Indonesia (Yog)&,’;:(';?a,'

Ul Press, 1999), him. 47.
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pelaksanaannya mem '
punyai kekuatan hukum i
, perlu ditata sedemiki
ikian

; : .
upa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum 3
\Y .

Wasiat dalam m i
iat dalam hukum Islam tidak selalu dituangkan dalam b
entuk

testam wasl I ;
en, wasiat dapat juga secara lisan di hadapan dua ora Kk
ng saksi, atau

dibuat secara tertulis dih
adapan dua orang saksi
si maupun di hada
pan

notaris. Setiap orang yan
g telah berumur sekur
ang-kurangnys:
ya 21 tahun

berakal
. sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat dengan g
an mudah
mewasiatkan sebagian hartanyd untuk
orang lain atau
untuk suatu
lembaga, atau kepada ahli warisnya sendiri dengan syaral harus disctui
arus disctujui
oleh semua ahli waris yang lain. Tem i
: pat penyimpanan su i
rat wasiat da
pat
KUA maupun di tempat lain yang

dilakukan di tempat Notaris atau di

lch orang yang berwa
n sangat tegas menyatakan bahwa hibah

dikehendaki 0 siat.®

KHI pasal 212 denga

pat ditarik Kembali, kecuall hibah dari orang tua kepada anak
aknya,

tidak da
mbali hibah hanya berlaku bagi orang tua ya
ang

kebolehan menarik ke
suatu kepada anakn

jam memberikan hibah kepada anak

menghibahkan se ya, kebolehan penarikan hibah

dimaksudkan agar orang tua da

erhatikan nila
poleh dijual, boleh dihibahkan, suatu hibah

anaknya memp -nilai kepemilikan.
p barang yang

Setia
pemberi hibah dala

m keadaan sakit yang dekat

yang diberikan pada saat

-

Hukum Jslam di

ajaGrafindo persada, 1997), him. 439

Indonesia (Jakarta: R

. ; < vati, Hukum Perdata Islam K

Nasution dan S1 WafJ!Yal" ‘ slam Kompetensi Peng
an, Warts. wasiat, ibah, Wakaf Dt Sadagah (Surabaya: ':/;alnti’e:};‘,hc/zl/%"'
s ' aju,

5 Ahmad Rofids

P ¢ Bahder Johan
] gama: Tentang Perkawit
997), him. 56-62.
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suatu hibah 1
selain harus mensyaratkan secara mutlak, tegas d
, an terang,

juga tidak boleh merugikan kar
ena adanya hibah, maka hi
> a hibah tersebut

ahli 'Ili y ¢ ¢ aj t: m

membatalkan hibah tersebut.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam

shadagah
KHI pasal 216 dan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 2 menenyebutk
kan
bahwa menurut pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977 penyelesaik
saikan
perselisihan menyangkut dengan persoalan perwakafan tanah dilakuk
akukan

oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perund
ang-

yang berlaku.
-bentuk perselisihan tentang p

undangan
erwakafan terscbut

Semua bentuk

esaianny2 dilakukan oleh Pengadilan Agama yang d
» dengan

,l A 2 I

uan peraturan Me

atas merupakan

dan menyelesaikannya, kemudian dalam

ketent
wewenang dari Pengadilan Agama

tersebut seperti di

untuk memeriksa, memutus
Undang-undans No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan

asal 49 (1) bahwa masalah wakaf merupakan wewenan
g

lebih lanjut pada P

gama.

pengadilan A

bidang perkara wakaf dan

e

e ———m———

e
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2. Kompetensi Relatif

K : . .
ompetensl relatif dapat diartikan sebagai kekuasaan peradil
ilan yang

satu jenis dan Satu 1
tmgkat dalam perbedaallllya Y,
> denban kek
uasaan

pengadilan yang sama jeni .
jenis dan sama tin 1 T
gkatan lainnya. ergantung dari

tempat tinggal tergugat, pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Y
1. Yang

nda disebut Distributic van Rechismecht. Asasnya adalah
. ala

dalam bahasa bela

wenang adalah pengadilan (empat tinggal tergugat”. Asa i
. Asas i

“Yang ber
gan sebutan «Actor Sequiturl-orum Rei” B

dalam bahasa latin dikenal den

1. Penentuan Kompetensi Cerai Talaq

tentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun

Menurut ke

1989, ceral talaq ialah perkara perceraian yang pengajuan gugatan at
au

plhak suami, cara menentukan menentukan

nannya datang dari

permoho
m bentuk cerai talaq,

tensi relatif dala pada prinsipnya ditentukan

kompe
n dengan acuan penerapan:’

kediaman termoho

oleh faktor tempat
Pengadilan Agama di tempal kediaman

1) Permohonan diajukan ke

termohon, yaitu:
a) Berupd tempal Lediaman bersama suami istri.
p) Tempat kediaman istri yang bart, apabila kepergiannya dari
a atas persetuj uan atau izin suami.

tempat kediaman bersam

-

plm. 25-

7 Rasyid, Hukum Acarc:

® Ibid.
. -209.
? Harahap. Kedudukan kewenangan, - 207-2




2)

3)

4)

2 Penentuan Komp€

1)

a) Istri dengan sengaja meninggalkan t
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P . . :
ermohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kedi
iaman

pemohon dengan syarat:
empat kediaman bersama

b) Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (pemohon)
Kompetensi relatif jatuh kepada Pengadilan Agama yang d aefah

hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, dalam hal termoh
on

bertempat di Juar negeri. Patokan kompetensi berdasarkan fakt
Ktor

tempat kediaman pemohon diatur dalam pasal 66 ayat (3) KHI

Kompetensi mengadili jatuh menjadi kewenangan :
a) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau
gadilan Agama tempat dimana perkawinan dilangsungkan

Dengan syarat, apabila pemoho

at kediaman diL
g-undang No. 7 Tah

b) Pen
n dan termohon, “sama-sama

bertemp uar Negeri™. Ketentuan ini diatur dalam

pasal 66 (4) Undan
tensi Relatif dala

un 1989.

m cerai gugat

entukan faktor tempat kediaman pengugat

nsi relatif dit

Kompete
pasal 73 (1) Undang-

undang No. 7 Tahun 1989

ditentukan dalam

yang dapat di jabarkan sebag
) Tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman
gugat dan tergugat);

bersama SY
b) Tempal kediaman penggugat dapat juga berupa tempat kediaman
baru atau tempat kediaman “nyata” apabila kepergiannya
[¢
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tergugat (suami).

,: et .

Di ' i
dasarkan atas kalimat akhir rumusan pasal 73 ayat (1) U
ndang-
undang '
ang No. 7 Fahun 1989, (kecuali apabila penggugal d
engan

. . ] ]-

3) Kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat tinggal atau te
kediaman tergugat. Diatur dalam pasal 73 (1) Undang-undang Nn;pit
Tahun 1989, penerapan ketentuan ini dibarengi dengan syar'at
ertempat kediaman di Luar Negeri. Apabi]z:

apabila penggugat b

rpenuhi, gugat perceraia

eliputi kediaman tergugat (suami)

syarat ini te n diajukan ke Pengadilan Agam
jama
daerah hukumnya m

yang
i bertempat kediaman di

2 nl

t kediaman di

g-undang No. 7 Tahun 1989. Apabila

diatur dalam
Luar Negeri  penentuan

suami istri pertempa
gat diatur secara alternatif:

atif perkara cerai gu

kompetensi rel
engadilan Agama yang daerah hukumnya

diajukan ke P

a) Boleh
rkawinan dilangsungkan atau;

puti tempat P€

an ke pengadila

g diajukan termasu

meli
n Agama Jakarta Pusat.

b) Dapat diajuk
k kompetensi absolut

lingkungan P belum tentt pengadilan  Agama  yang
petensi atau perwenang untuk memeriksa  dan

gugatan kom
gegi kewenan

gan relatif perkara yang

menerima

i1, Mungkif

mengad ditinjau dari
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| ) arcna

pcrkara yan . . P
g diajukan ditinjau dari segi wi
segi wilayah hukum Pengadi
_ engadilan Agama

yang menerima gugatan.

M T
enurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tah
: ahun

1989:” Seti i '
Setiap Pengadilan Agama ialah pada setiap kotamadya atau ibuk
ukota

tiap-tiap Pengadilan A
atu kotamadya atau satu kabupaten atau
il i

tertentu, dalam hal ini meliputi $

ai pengecualian, mungkin lebih atau mungki
(in

dalam keadaan tertentu sebag

n Riau ke ulauan terdap: ‘ .
pulaue apat 4 buah Pengadilan R‘
|

kurang, contoh di Kabupatc

Agama, karena kondisi transportasi sulit.

B.
Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

donesia Pra Kemerdekaan

1. Peradilan Agama di In
slam di [ndonesia

ya jauh sebelu

yang Kemudian dikenal dengan scbutan

Peradilan |

ma, keberadaann

m Indonesia merdeka, karena
it

donesia, Pengadilan Agamapun

Pengadilan Aga
pumi In
t dikala itu, |

mulai disebark
perkcmbangan kelompok masyaraka
|
v“

_pentuk Ketatanegaraan yang sempurna dalam
ri

kat Islam atau kaum

an di

ketika Islam

telah ada bersamaan dengan

ntuk

emperoleh be

kemudian m
10 pal ini

karena masyara

rang yang paling mentaati

erajaan [slam.

kerajaan-k
ota masyar

mukmin sebagai angg
pun pergaulan umum.

an orang perorangan mau

hukum dalam pefga“l
Kerangka Pembangunan

m dalam
Arifin, S.H., (Jakarta:

\———/
H, o Aml'U“ah Ahmad dkk, (P en)’USU“)’ / ’rosp t’/( "’ ”l(;’,v,,-,:);s,]‘;r. [fu,y/(mul
Plz)l/;”m Nasional di /nd(me.s'i;; sebud Kenangan g5 Tahun 116
KAHA, /994), hlm. 4
3

.
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Pada saa i ini
a saat kaum kolonial menginjakan kakinya dan menjajah ban
gsa

keada
an masyarakat. Namun setelah kekuasaan mercka bertambah k
an Kuat,

hun 1820 keberadaan Pengadil
imuat dalam Stbl 1882 No. 152 yang

maka pada ata
p an Agama mulai diatur dan

kemudian pada tahun 1882 yang d

ustus yang atas dasar Stbl tersebut dibentuklah

berlaku mulai tanggal 1 Ag

ilan Agama di Jawa dan Madura.

lembaga Perad
akan pemerintah belanda tersebut ditentang

Meskipun setelah kebij
namun sebetulnya den

mbil hati umal Islam, bahwa mereka

oleh Snouck Hurgroje, gan adanya Stbl tersebut
clanda untuk mengad

merupakan siasat B
peradilan Agama. Padaha

] sebetulnya Belanda

erhatikan Lembaga

juga memp
adilan Agama dengan Landraad

ensejajarkan Peng

sendiri tidak pernah M
dak menyediakan anggaran belanja atau

yaitu dengan ti

(Pengadilan Negeri),
petugas sebagaima

i pada petugas”

h Bclanda berus

na Landraud. Bahkan Icbih

memberikan g2J
aha untuk mengurangi kewenangan

dari itu pula pemerintd
tu dengan dikeluarkannya Stbl tahun 1931

n dibentuk pula Mahkamah Islam

Lembaga pengadil
gan Stbl ters

ebut, meskipY

kat Banding yang karena mendapat

No. 531 dan den
ga peradilan A
baru diber!

gal 19 Febr

Tinggi seba
akukan pada tahun 1937 sesuai keputusan

s dari masyarakat,
uari 1937 yang dimuat pada Stbl

Gubemnur jenderal No. 9 tané

prote

intinya menyebutkan bahwa Pengadilan  Agama

116, yans

1937 No.




)

dal; }
alam Mimbar Hukum, No.

.

62

berw ili
enang mengadili perkara-perkara disekitar nikah, talak dan rujuk
) uju

term i
asuk mahar dan pembagian nafkah wajib bagi suami pada istrinya 1

pemerintah Jepang, Pengadilan  Agama  tetdp

Pada jaman

n keberadaanya, dan Mahkamah islam Tingi diurus olch

dipertahanka
) namun merecka mengganti nama

Sihoobu (Departeman Kehakiaman

amah Islam Tinggi dengan memakai bahasa

Pengadilan Agama dan Mahk
merintahan Jepang tela

g disebut dengan Shumuka.

Jepang, bahkan dalam pe h didirikan pula sebuah KUA

dipusat dan jawatan agamé di daerah yan
Keadaan Pasca Kemerdekaan sampai dengan Diundangkannya Undang-

undang No. 7 Tahun 1989
erdeka, keberadaan Pengadilan Agama (ctap

Setelah [ndonesia M
11 aturan pcralihan Undang-undang

asarkan Pasa'

wa segala badan negara dan peraturan

diakui cksistensinyd berd
yebutkan bah

Dasar 1945 yang men
ku, namun scla

angsung ber?

ma diadakan yang baru

yang ada masih 1

menurut Undang-undané ini
jerscbut  maka cksistenst  atau

gama yang sudah ada dimasa pra

keberadaan Lembagd
apalagi didukung oleh mayoritas

an setelah dibentuk Departemen

kaan tetaP
Kemudia

kemerde

gama Is
gama discrahkan

Penduduk yang bera
| 3 Jan maka peradilan A
ga

Agama pada tang
melatui PP No. 5/BD/A46

,parlemen Agamd
pembinaannyd kepada pepartem® b

alam Sistem Hukum Nasional™

1 Mohd. Abdu A-
5
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sehingga meskipun melalui Undang-undang No. 190 Tahun 1946 yang

gama ke dalam Pengadilan Umum yang masa

memasukan Peradilan A
berlakunya ditentukan olch menteri kehakiman, namun olch karena
penetapan tersebut tidak pemah keluar, maka sejak itu sampai lembaga

ada dibawah pembinaan

Lama, keberadaan lembaga Peradilan

Peradilan Agama tetap ber Departemen Agama.

Selama masa pemerintahan Orde
bagimana pada masa pra kemerdekaan, scbab

Agama tidak jauh berubah s¢
idak mensejajarkan Peradilan Agama

olonialisme yang tid

ternyata politik kaum k
dengan Peradilan Umum masih tetap diberlakukan, apakah hal itu menyangkut
un finansial dan organisasinya, sebagai quasi

i absolutny2 maup

kompetens
a disingguns sebel

umnya masih tetap berjalan, padahal

peradilan sebagaiman
kannya Undan

19 Tahun 1964, Lcmbaga

dengan dikeluar
arakan kekuasaan kehakiman di

gas menyelengs

cara 1€gas bertu
an Militer, dan Pengadilan Tata Usaha

Peradilan s€
samping Pcngadilan Umum, Pengadil

un demikiam;

pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut,
fuar Jawa dan Madura serta

Negara, meskip
gma di

pemerinta
1957, schingga scjak saat

Kalimantan Selatan, yaitu M
ma diatur dalam 3 peraturan.

itu keberadaan peradilan Agd
akhir masa pemerintahan Orde Baru,

rti masa seperti masa Orde

rkan Undang-undang No. 14 Tahun

telah dlkclua

Lama, sebab
i Un ndan b—undang No. 19 Tahun 1964, namun apa

al pbﬂbb

1970, scbag

[——
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yang din ' ' i
g dinamakan quasl Pengadilan masih tetap berjalan sebagaimana bi
iasa,
iatur oleh pemerintah

oleh i '
eh karena itu, sejak Lembaga Peradilan Agama di

Hindi ; :
ia Belanda hingga akhir tahun 1989, atau jika diukur dari Stbl 188
2,

n kelumpuhan Peradilan Agama sebagai [.cmbaga

maka suasana kesemuan da
sung sekitar 100 tahu

Peradilan sudah berlang
hi kekuasaan kehakiman, tetapi sccara

legalistik Peradilan Agama dilimpa
puh, pincang dan tidak s.empuma.,lz

realistik Peradilan Agama lum
hun 1989

undang No.7Ta

Keadaan setelah Undang-
yang Yang panjang d

alui perjuangal
pemerintah Indone

an mclclahkan,

Setelah mel
sia mengesahkan Undang-

khir tahun 1989

maka pada a
undang No. 7

undang tentang peradilan AgaM4 yang dikenal dengan Undang-
i perdebatan

sebelumny2 terjadi
pemikiranny
a di DPR, diantara 0
g No. 7 Tahun 1989 ini
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a dan memurnikan fungsi Peradilan Agama. H
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karena adanya Undang-undang di negara kita yang memberikan

f untuk campur tangan, meskipun sccara

pemerintah

peluang kepada pihak cksekuti

klausal menyebutkan: «Tidak mengurangi kebebasan hakim”, maka melalui
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Reformasi Pemb
dalamnya antara lain
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sehingga ada yang berpendapat tetap berada di bawah Departemen Agama

berada di bawah Mahkamah Agung sebagaiman Peradilan
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mbaga peradi

ga terquud kekuasaan kehakiman yang
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ma Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Islam

Membicarakan Pengadilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan
il

C. Pengadilan Aga

gkan dalam perkembanga

clah lama diatur oleh pemelu

: hukum 1
slam
, sedan nnya hukum Islam merupakan !
|

hukum yang berdiri sendiri dan k agama Islam di
1
aan Islam masa lamp
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penggabungan dua ka
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semua pemeluk [slam. o

Pengadilan A

i 1
Nasional ~yang pertugas P° me
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tem hukum Nasional, maka dari itu segi kelembagaan dan

juga merupakan subsis
lingkungan peradilan yang lalin saling

dari 5 ;
ri segi hukum Peradilan Agama dengan
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t i .
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mengamanatkan bahwa

enjadi Undang-undang
mah Agung harus diwujudkan p
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R untuk disahkan m
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inyatakan tidak berlaku. perdasar g No. 4 Tahun 2004
dilaksanakan 0 '

arahnya memi
pdurrahman Wah

kek
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mendesak untuk dilaksanakan. Kompilasi Hukum

kok.

In i '
donesia menjadi sangat

Isla
m (KHI) di Indonesia, merupakan inti po
kum tidak tertulis yan

yat Indonesia yang beragama
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hUku f

m Nasional dimana peran ulama dan ilm

sangat di
perlukan.
atif tidak dapat dilepaskan dari

a dengan strategi asimilasi

ang hidup dalam

ke ..
rangka ijtihad sebagai
ng perharga2 ¥

mitatj :
tif dan inovatif terhadap 5°8
a’ruf yakni dibolchkan

mas e
yarakat Indoncsia dan permanfaat t da
25

da
G ,l/am kultur Islam sesuai denga’
sa did

SN
“Kebzusacm bis

m -
udah diterima dalam S¢8

Qa aidah al-Fi
mbl/ men jadl ukum” Sehingga Islam

KHI merupakan upaya
artian sebagal dasar hukum

t
erdapat dalam Kitab-kitab figh

donesia

o | Tahun 1991

k

eberadaan KHI di I

t

anggal 10 juni 1991.%
Kelay

d
alam masyarakat, kb

sur lainny@-

balik dengan un
Moh

i lcrjcnmhkan oleh

24
mika Pressindo, 1995), him. 53.

* Syekh Abu Bakar: al-l ara !
dus»

(Rembang: Menard
Jam (
ifust n 151

A
di b Isn

* Abdurrahman, Komp!

slam - yang:




a. unsur aparatur pemerintah dan

perangk
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a,

a masing-masing pihak, da
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eluarga tetapl juga hukum

Pengadi

gadilan Agama itu bukan ©
mas ar- P} :
yarakat yang lcbih luas, karcnd Jisana diatuf jugd mengenai shadagah dan

tan umat.28

kemaslahd
i akan berhadapan

wak
af, yang menyangkut
ya muslim, past

engaku dirin
um sosial kekeluargaan
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pacara perekawinan yang terjadi setiap hari, menjadikan frekuensi
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pendapat m '
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AGAI PERADILAN KELUARGA
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ploitif dan diskriminatif, serta di
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ah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya perubahan yang
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nasional
, yan .y
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SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/K]S/06/2004
Yang bertanda tangan di bawabh ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:
Nama Nur Khikmah
NIM . 00264027

Semester Vil

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

han Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai C+.

gan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

Demikian surat keteran

testinya.

Drs. A.L Luthfi Hamidi M.Ag.
NIP. 150 252 267
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REKOMENDAST
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Nur Khikmah

NIM 1500264027

Semester : VIII

Jurusan/Prodi . Syari'ah/AS

Angkatan : 2000-2001

Tahun Akademik . 2003.-2004 ,

Judul Proposal . PHNGADILANAGAMA SBBAGAI INSTITUSI HUKUM BAN INSTITUSI -
SOSIAL

mahasiswa tersebut telah siap untik diseminarkan

Menerangkan bahwa proposal skripsi
persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang

apabila yang bersangkutan telah memenuhi

berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerio, 88 Juni 2004

T Mengetahui : _r
Pembimbing

L Ketua Jurusan Syariah M
' Ridwan, MeAZ
lj:d;j_, Ml.Ag

gL 2

Drg, Luthfi Ha A
NIp- s LR NIP. 150, 299 959
150 252 267
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L 1 AT

Alamat - . ' “
ftamat : Ji. Jen: A. Yani No:. : 40 A Telewpown 35624 Purwokerto

-

) . Purwokex te » 28 Juni 2004
Hay : Permohi.xmn Persetujuan . Kepada ¥Yth., - ¢ )
Judul Fkripel. Bagak Ketie Sskolsh Tinggi
. Ve ‘ ' g?am Yelam Hegerid :

P rwoker to.

Assalam:’ alaikun War. Wab.

. Yamg bertenda tangan di bawah ini,
Tinggl Amgama islam Negerl Purwokertoe @ |

1. Hase : Nur Khikmah
" 2. Mowmors Induk . : 00264027

3. Semester/Jurusan : VIII/Syari‘ah
4. Anglstan Tahun  : 2000-2001

5. Teahirs Akademik : 2003 =200%

s mohon dengexn hormat parkenan Bapak. un

Rencana Skripsi guns melengkspi seba
tuk menyelepaiken studiProgrem 5 ~ 1
lam Negeri Furwokerto.

sinhasiswa Sekolah

Denzexn inil say
tuk memsetujul Judul

glamn sysrat-gysrat un
lah Tinggli Agama le

pada S5&)0
Adejson. Judul Skripsi' yang @aya sjukan udalah ,5a5m1
berikut : EPExGADILAN AGANA SEDAGAI INSTITUSI HUKUM DAN
INSPITUSI,SOSIAL :
Bspak : -

Dée’;an Pembinbing Skripzi adalah

bebun Ske yeng telah

Sedanghk: o pebagal
ajuua judul Skripei.

Ridwaﬁéxgg&zég jni kemi lamplr
says tangpult gebagalimana pProBs

ken date
dur peng
an Biix'a‘b peex-mohonan 31 seya buat d,a.n' 'ael.:elum -

' m:ﬁ,..ic:‘é :
nya g:ya: ucepkan torima kasih.
' Wassalamu  1leikun Wer. Wab.
y matah‘i;i : Hopiat~ 88ya,
Lo ° . . @ ‘
Dose it Pembimbing } i 7
. L Nur Khikwah
iggan, 8 N T M. 60264027

WP, 150 299 959
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Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 3281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126
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Nomor : STA.26/#P.09/KJS/01/1:1/2004
Lamp : -
Hal  : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
. Yth. Bapak/Ibu: Ridwan¥s A8 ...

Di

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program :

studi Akhwalusy Syakhshiyyah dan Muamalah Jurusan Syari’ah pada
hari Senin .. tanggal 4.Maret.2004. Kami akan mengusulkan 1
saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa: i

Nama C NUr KB KMAKE e :
NIM D D02BMOZT oo e e |
Prodi N T B B
Semester VLT et |
Alamat . Kedungwungu-Jatinegsra=Tegal. ... :

|

..............................

..........................................................

...................................................
..................................

kami mohon saudara dapat mengist surat kesediaan terlampir.

itu, :
P kami ucapkan tenma kasih.

Atas kesediaan saudara,

Wassalaim.'alaikum wr. Wb. i

oo




¢ DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI]
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553

Purwokerto 53126
\—&H

-~

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syari’ah No.STA ,26/PP. «09/KJS/01/111/2004

tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. . Nur. khikmah

NIM : ..00264027. .. .. dengan judul:
Pengadiln Agama sebaga:. Institusi Hukum dan Inst:.tus:. Sosml

Saya menyatakan 'bersedia_/_ﬁdﬁ-lbb—befsedia*) menjadi pemblmbmg skr1p31
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 24. Agustus. 2004

NIP: 150 252 267
Catatan : * Coret yang tidak perlu
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§URATKETERANGAN MENGIKUTI SE.

.

:MINAR PROP)SAL SKRIPS]
SRS ORIIEDL

Nomor :

Yang bertanda lengan dibawah ini, Ketug

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Inenerangkan bahwa :
Nama P NUR KHcm
NiM 00264027
Semester Vil
Jurusan/Prodj Syari ol / As
Telah mengikuti Seminar Proposal pada
Ny T T —— Y
1 " . n\\—‘\ ’ ’
No i Hari / Fanggal Presenter | Tanda Tapmo o>
1 e ] v Tandy Tangan, Moderator
) e— *\‘*\\“\\\~\—-\
5 JUni 20, Mibowmog  foror L. N
\' \\\\\_,-‘\
u, s i(,_({u_, 2004 Suble boun 2.
bty S Juni Zope Alfecdon A
— _7;\ \"\&\“\‘ﬂ _ T
0 , |
Juni_ 2004 _EU‘“L Eha 5 2 nay. %\ 4
me( 200(! F: yoi VA .
e Hda S X T
4 ”“\%fg\ | T
. Demikian Sura; keterangau ini dibuat g, dapat 4: \\\
ng _ an  dapat dlgunakan sebg
Seminar Proposal skripsi, =
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Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Jenis kelamin
Nikah/belum nikah
Agama

Alamat

Orang tua

I. a. Nama Ayah
b. Pekerjaan
2. a. Namalbu

b. Pekerjaan

Pendidikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nur Khikmah

- Tegal, 28 Agustus 1982
: Perempuan

- Belum nikah

: Islam

- Kedung wungu RURw. O2/11, Kecamatan Jatinegara,

Kabupaten Tegal 52473

- H. Ismail
- PNS
- Sumitri

- Petani

. 1. SD Negeri 1 Kedungwungu, Tegal, lulus Tahun 1994
2. MTsN Babakan, Tegal, lulus tahun 1997
3 MAN Buntet Pesantren, Cirebon, lulus tahun 2000

4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2004

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.




